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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPAfi PURWORF^'O
NOMOR 9, rrAEUu 2.t ?

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI PEMERII\TTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang z a. bahwa datam rnagka memberikan landasan hukum
dan pedoman bagi Desa di Kabupaten hrrrnorejo
dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan
Desa, Pemerintatr Kabupaten hrnrorejo telatt
menetapkan Peraturan Bupati Rrnrorejo Nomor 13
Tahun 2OlO tentang Pedoman Administrasi Desa;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa, Perahrran Pemerintatr
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peratrrran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 tatrun 2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Pedoman
Administrasi Desa sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang barr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hunrf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perattrran Bupati tentang Pedoman
Administrasi Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerah-Daeratr Kabupaten DaLam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr;
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarlrrba}rarr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran
Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56Ol);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 tcntarry Desa (Iembaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol5
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14
tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun
2OL6 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 11OO);

MEMI.IIUSKAN:

Menetapkan : PERATLJRAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEIilIS
ADMIMSTRASI PEMERINTAHAN DESA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagan Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupa.ten
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur trrnyelenggara

Pemerintahan Daerah yang ir[iIFqtl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupa.ti adalah Bupati
4. Canat adalah Camat di Kabupa.ten Puruorejo.
5. Desa adalah kesatuan hukum 5rang memiliki batas

wilayah yang
pemerintahan,

untuk dan mengurus urusan
Betempat berdasarkan

10.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistern Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan bcrada di l(abupaten Purworejo.

6. Pemerintahan Desa adalah urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang fungsi pemerintahan yang
anggotanya wakil dari Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demol<ratis.

9. Kepala Desa adalah Kepa.la Desa di Kabupaten huvorejo.
Desa adalah unsur staf yang membantu Kepal,a Desa

dalam penyusunan kebljakan dan lroordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur tugas Kepala Desa dalam

ke yang diwadahi dalam bentuk pelaksana
teknis dan unsur

11. kmbaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan maEraxakat yang merupakan wadah
partisipasi Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

12. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses
kegratan data dan inforrrasi mengenai Pemerintahan
Desa pada Buku Register Desa.

13. Umum adalah data dan informasi
mengenai kegiatan pemerintahan Desa pa.da Buku
Umum.

14. Administrasi Penduduk adatrah kegiatan pencatatan data dan
informasi nrengensl pada Bulnr Administrasi

15. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi keuangan Desa pa.da Buku



16. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi peLaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

17. Administrasi Lainnya adalah kegiatan pencatatan data dan
informasi selain Administrasi Umum, Administrasi Penduduk,
Administrasi Kerrangan, dan Administrasi Pembangunan

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupa.ti ini adalah untuk memberikan
pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Feraturan Bupati ini adalah:
a. menciptakan dan mewujudkan Administrasi

Pemerintahan Desa yang tertib, elisien, efektif dan akuntabel;
b. memberikan pelayanan y,ang sebaik-bailmya kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupa.ti ini meliputi:
a. kewenangan;
b. penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
c. pelaporan;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Kepafa Desa berwenang menyelenggaral<an
Pemerintahan Desa.

Administrasi

(2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pssa s6gageimara
dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa
b- pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pemberdayaan masyarakat.

(3) Dafam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa didukung oleh
Perangkat Desa.
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BAB III

PEI'IYELENGGARAAN
ADMIMSTRASI PEMERII'ITAHAN DESA

Bagan Kesatu
Umurn

Pasal 6

(1) Penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pas,al 5 dilalnrkan melalui:
a. tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register

desa; dan
b. pengembangan buku register desa yang diperlulran serta

menyelenggarakan pelLaporan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

(2) Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan
Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku
register Desa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) disesuaikan
dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi di dafam pencatatan
data dan informasi berbagai kegiatan.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 7

Jenis Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:
a. Administrasi Umum;
b. Administrasi Penduduk;
c. AdministrasiKeuangan;
d. Administrasi Pembangunan; dan
e. Administrasi Lainnya

Paragraf I
Administrasi Umum

Pasal 8

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-
kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Buku Administrasi
Umum.

(2) Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (f)
meliputi:
a. Buku Peraturan di Desa;
b. Buku Keputusan Kepala Desa;
c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
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d. Buku Aparat Femerintah Desa;
e. Buku Tanah Kas Desa;
f. BukuTanahdiDesa;
g. BukuAgenda Surat Masuk/Keluar;
h. Buku Ekspedisi;
i. Buku Lembaran Des,a dan Bulnr Berita Desa;
j. BukuTamu; dan
k. Buku Notulen Rapa.t.

naragraf 2
Administrasi Penduduk

Pasal 9

(l) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan
di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan
pengurangan penduduk rnaupun perkembangan penduduk dimuat
dalam Buku Administraei Penduduk.

(2) Buku Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. BukulndukPenduduk;
b. Buku Mutasi PendudukDesa;
c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
d. Buku Penduduk Sementara;
e. Buku IGrtu Tanda Penduduk dan Buku lGrtu lGluarga;
f. Buku Pelaporan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.

(3) Bukn rekapitulaei irmlah penduduk sebagaima$a dimakeud pada
ayat (2) huruf c wajib dil,aporkan oleh Kepala Desa kepa.da Bupati
melalui Camat setiap alfiir bulan dalam bentuk formulir
rekapitulasi jumlah penduduk.

Paragraf 3
Administrasi Keuangan Desa

Pasal 1O

(U Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan
keuangan Desa dimuat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.

(2) Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Desa;
b. Rencana Anggaran Biaya;
c. Ehrku l(as Pembantu Kegiatan;
d. Buku Kae Umum;
e. Buku l(as Pembantu; dan
f. Buku Bank Desa-
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Paragraf 4
Administrasi Pembangunan

Pasal 11

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Buku
Administrasi Pembangu.nan.

(2) Buku Administrasi
ayat (1) meliputi:

Pembangunan sefagaimsl4 dimaksud pada

a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
b. Buku Kegiatan
c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
d. Buku Kader Pendannpiz:gan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 5
Administrasi l,ainnya

Pasal 12

(1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 1O dan Pasal
1l dimuat dalam Buku Administrasi Lainnya sesuai dengan
kebutuhaa.

(2) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain meliputi:
a. kegiatan BPD dalam Buku Administrasi BPD;
b. kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
c. kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam buku I.embqga

Kemasyarakatan Desa.

(3) Buku administrasi BPD dan buku musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi:
a. Buku Agenda Surat Keluar;
b. Buku Agenda Surat Masuk;
c. Buku Ekspedisi;
d. Buku Data Inventaris BPD;
e. Buku Laporan Keuangan;
f. Buku Tamu BPD;
g. Buku Data Anggota BPD;
h. Buku Data Kegiatan;
i. Buku Data Aspirasi Masyarakat;
j. Buku Daftar Hadir Rapat BPD;
k. Buku Notulen Rapat BPD;
l. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD;
m. Buku Data Peraturan Desa;



n. Buku Kegiatan Musyawarah Desa;
o. Buku Daftar Hadh Muqrawarah Desa;

Keputusan Musyawarah Desa; dan
q. Buku

Desa.
Musyawarah

(41 Buku kmbaga Kemasyaral<atan Desa sebagimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c meliputi:
a. Buku Agpnda Surat Keluar:

Agenda Surat Masuk;

Buku Datq lnventaris Iembaga Kemasyarakatan Des,a;
Buku Laporan Keuangan;
Buku Tamu Lembaga Kemasyaral<atan Desa;
Buku Data Fengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan
Desa;

Data Kegiatan;
i. Buku Daftar Hadt Rapat Lembaga Kemasyarakatan Desa;
j. Buku Notulen Rapa.t kmbaga Kemasyaral<atan Desa; dan
k. Buku Data Keputusan kmbaga Kemasyarakatan Desa.

(5f Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Iembaga
Deaa diatur oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Teknis Penyelenggaran Adminisrasi Pemerintahan Desa

Pasal 13

(l) Pemerintahan Desa melaksanakan penyelenggaraan Administrasi
Pemerintah Desa sesuai pedoman dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan
Femerintah Desa dila.ksanakan oleh Perangkat Desa sesuai dengan

p.

b.
c.
d.
e.
f.
c.

h.

tugas dan fungsinya masing-masing dan
Sekreteris Desa.

dikoordinasikan oleh

(3) Ferangkat Desa dan Sekretaris Desa dalam melaksanakan kegiatan
penyelengaraan Administrasi Pemerintahan Desa di
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (21 bertanggung
jawab kepa.da Kepala Desa.

(4) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di
Badan Perrrusyawaratan Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris
Badan Permusyawaratan Desa dan dipertanggungiawabkan kepada
Kehra Badan Permugrawaratan Desa.



(s) Administrasi Pemerintahan Desa di lingkungan
Lembaga
Lembaga

Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris
Desa dan di

kepada Ketua kmbaga Kemasyarakatan Desa.

(6) Sekretaris Desa wajib memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis
dalam pengisian Buku Administrasi Pemerintahan
Desa kepada Perangkat Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan
Desa dan Sekretaris Lembaga
dan fungsinya masing-masing.

Desa sesuai tugas

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati berwenang melakukan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.

12) Pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

kebiiakan pengaturan dalam penyelenggaraana.
Administrasi Pemerintahan Desa;

b. memberikan pedoman teknis penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan
Administrasi Pemerintahan Desa;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan

e. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak
administrasi Pemerimtalnn Desa sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

(l) Penyiapan bahan perumusan kebiiakan dan pedoman dalam
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah di
lingftungan Pemerintah Kabupaten Punrorejo yang mempunyia
tugas dna fungsi di bidang pembinaan Administrasi Desa.

(21 Ddanra melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi
Pemerintahan Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21,
Bupa.ti melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.



VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bentuk dan cara pengisian Buku Administrasi Umum
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Buku Administrasi Penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Buku Administrasi
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2), Buku
Administrasi
ayat (21, dan Buku Lainnya

dalam Pasal 11
dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam yang bagan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahrm 2O1O tentang Pedoman Desa

Daerah Tahun 2O1O Nomor 13 Seri E
Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada anggal diundangkan.

Agar setiap orarxg mengetahuinya, memerintahkan
Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Rrrnorejo
pada tanggal 2? Degenber 2ot?

buper PURwoREro,

Diundangkan di Purs,orejo
pada tanggal 2? Dereober 2CtT

SEKRETARIS DAERAH PURWORE-IO,

SAID ROMADHON I.
BERTTA DAERAH I(ABUPATEN PURWORF^IO
TAHUN 2oi? NOMOR glSERI n NOMOR 75
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